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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 124/PMK.05/2020 

TENTANG 

TATA CARA PENGELOLAAN DANA LINGKUNGAN HIDUP 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 8 

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, pengelolaan dana 

lingkungan hidup dilakukan melalui kegiatan 

penghimpunan, pemupukan, dan penyaluran dana oleh 

Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana 

Lingkungan Hidup; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum, pembinaan teknis atas 

Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana 

Lingkungan Hidup dilakukan oleh Menteri Keuangan; 

c. bahwa agar kegiatan penghimpunan, pemupukan, dan 

penyaluran dana yang dilakukan oleh Badan Pengelola 
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Dana Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dapat dilaksanakan dengan tata kelola yang 

baik, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara 

pengelolaan dana lingkungan hidup; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata 

Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang 

Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4207) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 4776); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang 

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6134); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang 

Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6385) 

10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 160); 

11. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1745); 
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13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana 

Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1116); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

PENGELOLAAN DANA LINGKUNGAN HIDUP. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah 

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia 

yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 

sebagaimana dimaksud  dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom.  

3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal 

Perbendaharaan Kementerian Keuangan. 

4. Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana 

Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLU 

BPDLH adalah unit organisasi noneselon di bidang 

pengelolaan dana lingkungan hidup yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan 

melalui Direktur Jenderal.  

5. Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup adalah suatu 

sistem dan mekanisme yang digunakan untuk mendanai 

upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  

6. Penerima Manfaat adalah pihak yang menerima 

penyaluran dana dari BLU BPDLH dalam bentuk belanja. 
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7. Debitur adalah pihak yang menerima penyaluran dana 

dari BLU BPDLH dalam bentuk pembiayaan. 

8. Pemberi Hibah dan Donasi adalah 

lembaga/masyarakat/badan hukum dalam negeri, 

pemerintah negara asing/lembaga keuangan dan 

lembaga nonkeuangan asing, lembaga multilateral, dan 

lembaga keuangan dan lembaga nonkeuangan dalam 

negeri yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di 

luar wilayah negara Republik Indonesia. 

9. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh 

kementerian negara/lembaga/satuan kerja BLU/Pemberi 

Hibah dan Donasi yang dipinjamkan/ digulirkan untuk 

kegiatan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. 

10. Fasilitas Dana Bergulir yang selanjutnya disingkat FDB 

adalah fasilitas dana yang diberikan dalam bentuk 

skema pembiayaan secara konvensional dan/atau 

berdasarkan prinsip syariah untuk kegiatan Pengelolaan 

Dana Lingkungan Hidup. 

11. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan 

efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa 

lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, 

menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang 

rekening yang menjadi nasabahnya. 

12. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan 

prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. 

13. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah 

memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk 

melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian.  

14. Penerima dan Pengelola Harta Trust, yang selanjutnya 

disebut Trustee, adalah bank yang melakukan kegiatan 

Trust sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan mengenai Kegiatan Usaha Bank Berupa 

Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust). 
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